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DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02/PER/M.KUKM/1/2013
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

MELALUI TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan daya
saing usaha KUMKM serta pengembangan wirausaha
baru, perlu didukung dengan penyediaan sarana Pusat
Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah untuk memberikan jasa-jasa
layanan yang komprehensif dan mampu
mengintegrasikan seluruh sumberdaya produktif yang
tersedia baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah dan Stakeholders terkait lainnya;

b. bahwa untuk kelancaran proses perencanaan,
pengadaan, pelaksanaan pembangunan, pemantauan,
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Mengingat

monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Pusat
Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah, diperlukan dukungan kegiatan
dan anggaran Tugas Pembatuan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan
secara berdaya guna dan berhasil guna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu
Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2013.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 509,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5355);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5361);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119);

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4418);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
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16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/1/2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2010 - 2014;

17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/1X/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN

USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT LAYANAN USAHA
TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH MELALUI TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TAHUN 2013.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mentari ini yang dimaksud dengan :

1.

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yang selanjutnya disebut PLUT - KUMKM adalah program
yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dalam
rangka memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi
pengembangan KUMKM;

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang
perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan
kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha,
yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi,
sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012
tentang Perkoperasian;

Usaha mikro, Kecil dan Menengah adalah unit usaha sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;


http://www.djpp.depkumham.go.id

10.

11.

12.

13.

5 2013, No.181

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menteri adalah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;

Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas - batas wilayah,
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut
APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan
undang - undang;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut
APBD, adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan
Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang
dilaksanakan oleh  Gubernur/Bupati/Walikota sebagai wakil
Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran
dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan, tidak termasuk dana
yang dialokasikan untuk Instansi Vertikal pusat di daerah;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA,
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-
masing Satuan Kerja, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian/pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta
dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah;

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja
perangkat daerah;

Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk
dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan
membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-
barang negara/daerah;
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